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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan 

salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang 

sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan 

kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur 

Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, 

mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis bidang 

peternakan; 

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

peternakan; 

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

perbibitan dan budidaya peternakan; 

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

pengembangan kawasan dan usaha peternakan; 

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

kesehatan hewan; 

7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca 

panen dan kesehatan masyarakat veteriner; 
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8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan 

Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK). 

 

1.1. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain merupakan sarana 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2023 serta untuk memenuhi 

amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi 

keuangan yang relavan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). 

Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan dalam 

laporan keuangan ini meliputi:   

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya 

keuangan  

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran.  

- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.  

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Prov. Kaltim sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan 

mencukupi kebutuhan kas.  
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- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, 

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan 

selama periode pelaporan. 

 

1.2. Landasan Hukum  

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut: 

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan 

kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.    

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 
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14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang 

Penjabaran  APBD TA. 2023; 

16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu 

tentang Revisi Pengelolaan Persediaan. 

17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/16598-IV/BPKAD 

tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun 

Anggaran 2023 dan Awal Tahun Anggaran 2024 Serta Penyampaian Laporan 

Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. 

 

1.3. Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian 

sebagai berikut : 

Bab I    Pendahuluan 

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

APBD SKPD 

2.1. Ekonomi makro 

2.2. Kebijakan keuangan 

2.3. Indikator pencapaian tarbet kinerja APBD 

 

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

3.1. Iktisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan 

 

Bab IV Kebijakan Akuntansi 

4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD 

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD 
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Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD 

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 

SKPD 

5.1.1 Pendapatan 

5.1.2. Belanja 

5.1.3. Pendapatan LO 

5.1.4. Beban LO 

5.1.5. Aset 

5.1.6. Kewajiban 

5.1.7. Ekuitas 

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja 

dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas 

akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada 

SKPD. 

 

 

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD  

 

Bab VII Penutup 
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